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PERATURAN BUPATI JOMBANG
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TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI JOMBANG,

enimbang : bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerjia anggaran dan
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang
berkesinambungan dan menghasilkan kemajuan serta perbaikan dalam
memenuhi harapan masyarakat, maka diperlukan suatu kebijakan yang
harus dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah
Kabupaten Jombang dengan menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dalam
peraturan bupati.

- \'A
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Undang-tfidan§ Nomor 32 Tahun 2004 dan ditetapkan dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005.

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“ 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
‘ Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
- Keuangan Daerah.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah
\ dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
\ 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
‘ Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.




MEMUTUSKAN :

! . Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS
~ PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN
ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2008 sebagaimana
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

\ Pasal 2

Petunjuk Teknis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan sebagai
acuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh  Satuan Kerja
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang untuk
pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2008.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
v Peraturan Bupar ini Z Iembaran Daerah.
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 20 TAHUN 2007
TANGGAL 7 Tesember 2007

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2008

BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang
mengamanatkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan
daerah otonom didasarkan kepada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai
urusan pemerintahan yang sepenuhnyaltetap menjadi kewenangan pemerintah.

Pembagian urusan tersebut diatas pada hakekatnya didasarkan kepada prinsip :
eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Eksternalitas berarti pembagian urusan
pemerintahan dilakukan dengan mempertimbangkan dampak / akibat yang
ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.

Akuntabilitas didasarkan kepada pertimbangan tingkat pemerintahan yang
terkena dampak langsung dari urusan yang ditangani tersebut. Sedangkan

efisiensi didasarkan kepada pertimbangan daya guna dan hasil guna yang
dirasakan oleh masyarakat dan besarnya resiko yang harus dihadapi dari
- pelaksanaan urusan pemerintahan.

| Guna mengakomodasikan berbagai tuntutan reformasi tersebut diatas ke dalam
- suatu sistem pelaksanaan APBD yang lebih demokratis, desentralistik, sinergis,
- komprehensif dan berkesinambungan serta melaksanakan pembangunan
daerah sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam peraturan perundang-
undangan, disamping menampung serap aspirasi yang dilaksanakan oleh
DPRD, maka perlu disusun suatu Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran




Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008, guna lebih menyerasikan,

mengefektifkan dan mengoptimalkan proses dan mekanisme pelaksanaan

APBD serta mengantisipasi berbagai permasalahan di lapangan.

. Prioritas Pembangunan Daerah.

Prioritas pembangunan Kabupaten Jombang dalam Tahun 2008 adalah sebagai
berikut :

1.

2
3
4.
5
6
7

Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan

. Revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan

. Peningkatan aksebilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan

Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan kewirausahaan

. Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur
. Pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup

. Peningkatan kepemerintahan yang baik

Sedangkan sasaran utama yang yang ingin dicapai dari prioritas pembangunan
daerah Tahun 2008 tersebut adalah :

Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan

a.

Meningkatnya akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar
terutama pada daerah tertinggal dan terisolasi

Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi yang berpihak pada
masyarakat miskin

Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin dalam fasilitasi
permodalan

Renovasi rumah tidak layak huni bagi rumah tangga miskin

Koordinasi program dan kegiatan yang komprehensif dalam
penanggulangan kemiskinan




2. Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

3.
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Meningkatnya ketahanan pangan

Revitalisasi kelompok tani berdasarkan sistem hamparan
Fasilitasi permodalan dan akses petani ke sumber daya produktif
Meningkatnya dukungan infrastruktur pertanian

Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan

Meningkatnya kualitas produksi hasil hutan rakyat dan non kayu
Meningkatnya kegiatan pasca panen dan pengolahan
Revitalisasi penyuluh

Peningkatan Aksebilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

-~ 0 00 TP

Meningkatnya APK dan APM jenjang pendidikan dasar

Meningkatnya life skill pada jenjang pendidikan dasar

Menurunnya kesenjangan antara APK SLTP dan SLTA

Meningkatnya rasio ideal sarana dan prasarana pendidikan
Pengarusutamaan profesi guru

Mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui
peningkatan akses masyarakat terutama penduduk miskin terhadap
pelayanan kesehatan

Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi dan Kewirausahaan

a.
b.
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Pemberdayaan UMKM untuk penyediaan lapangan kerja

Fasilitasi permodalan dalam penciptaan lapangan pekerjaan sektor
informal

Penyediaan ouflet promosi dan informasi produk UKM dan KUKM
Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Terwujudnya perbaikan prosedur perijinan dan tata cara investasi
Penetapan regulasi dalam penentuan kawasan pengembangan
Berkembangnya investasi pariwisata




h.

Meningkatnya pelayanan TKI ke luar negeri

5. Peningkatan, Pemeliharaan dan Pembangunan Infrastruktur

6.

7.

o

e.

Optimalnya fungsi terbangunnya prasarana penyedia sumberdaya air
Optimalnya jaringan irigasi

Peningkatan pertumbuhan sarana dan prasarana transportasi
Percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung daya saing
sektor riil dan pengembangan perkotaan

Meningkatnya kualitas pelayanan lingkungan sehat di permukiman

Pelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

a.
b.

C.

d.

Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau yang mantap

Pengendalian pencemaran air industri dan rumah sakit

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam
pelestarian lingkungan

Pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu

Peningkatan Kepemerintahan yang baik

a.

b
C.
d

Meningkatnya kompetensi dan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah

. Tersedianya fasilitasi kerja sama pembangunan antar daerah

Tersusunnya standar pelayanan minimal dan rencana pencapaian SPM

. Menguatnya kebijakan otonomi daerah dalam rencana pembangunan

daerah yang partisipasif

Terimplementasinya regulasi dan terdiseminasinya kebijakan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah

Efektifitas pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan

daerah




BAB Ii
STRUKTUR APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,
struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari :

- Pendapatan Daerah
- Belanja Daerah
- Pembiayaan Daerah

A. Pendapatan Daerah, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening

kas umum daerah dan dikelompokkan atas :
1. PAD

2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :
a). Pajak Daerah;
b). Retribusi Daerah;
Pajak dan retribusi dirinci obyek pendapatan sesuai dengan undang-
undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah

c). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
Jenis pengelolaan kekayaan daerah dirinci menurut obyek pendapatan
yang mencakup :

a. bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik daerah/BUMD
b. bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik
pemerintah/BUMN




c. bagian Ilaba atas penyertaan modal perusahaan milik
swasta/kelompok masyarakat |

d). Lain-lain PAD yang sah;
Jenis lain-lain PAD mencakup :

a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
b. jasa giro

¢. pendapatan bunga

d. penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian daerah

e. penerimaan komisi,potongan ataupun bentukliain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

f. penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata

uang asing
g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
. h. pendapatan denda pajak
- i. pendapatan denda retribusi

j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
k. pendapatan dan pengembalian
|. fasilitas sosial dan fasilitas umum
m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

| n. pendapatan dari angsuran dalam penjualan

2. Dana Perimbangan, terdiri dari :
a). Bagi hasil pajak/bukan pajak;
b). Dana Alokasi Umum (DAU);

- c). Dana Alokasi Khusus (DAK);
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3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari :
a). Hibah;
b). Dana Darurat;

y o< c). Dana bagi hasil pajak dari Propinsi;
d). Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus;
e). Bantuan keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

4. Apabila struktur pendapatan daerah diklasifikasikan secara rinci
menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek, maka :

a. Kelompok pendapatan terdiri dari : PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain
pendapatan yang sah;

b. Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan, misal
kelompok PAD dirinci ke dalam jenis pendapatan berupa : Pajak daerah,
Retribusi daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan lain-lain PAD yang
sah;

c. Setiap jenis pendapatan dirinci lebih lanjut menurut obyek pendapatan,
misal jenis pendapatan retribusi daerah dirinci lebih lanjut ke dalam
obyek pendapatan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

B. Belanja Daerah

Terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penangananya dalam
bagian/bidang tertentu:

1. Belanja menurut urusan pemerintahan, terdiri dari :
a). Belanja urusan wajib;
Klasifikasi belanja menurut urusan wajib :
Pendidikan
Kesehatan

Pekerjaan Umum

Perumahan Rakyat




b).

Penataan Ruang

Perencanaan Pembangunan
Perhubungan

Lingkungan Hidup

Petanahan

Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemberdayaan Perempuan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Sosial

Tenaga Kerja

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Penanaman Modal

Kebudayaan

Pemuda dan Olah Raga

Kesatuan Bangsa dan politik Dalam Negeri
Pemerintahan Umum

Kepegawaian

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Statistik

Arsip

Komunikasi dan Informatika

Belanja urusan pilihan;

Pertanian

Kehutanan

Energi dan Sumber Daya Mineral
Pariwisata

Kelautan dan Perikanan
Perdagangan

Perindustrian

Transmigrasi
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2. Belanja menurut Fungsi :

Pelayanan Umum

Ketertiban dan Ketentraman
Ekonomi

Lingkungan Hidup

Perumahan dan Fasilitasi Umum
Kesehatan

Pariwisata dan Budaya
Pendidikan

Perlindungan Sosial

3. Belanja menurut kelompok belanja :

a. Belanja tidak langsung

- Belanja pegawai

- Bunga

- Subsidi

- Hibah

- Bantuan Sosial

- Belanja Bagi Hasil

- Bantuan Keuangan

- Belanja Tidak Terduga

Belanja langsung, terdiri dari :
- Belanja pegawai

- Belanja barang dan jasa

- Belanja modal

C. Pembiayaan Daerah.

terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari :

a). Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);




b). Pencairan dana cadangan;

c). Penerimaan pinjaman daerah;

d). Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
€). Penerimaan kembali pemberian pinjaman;

f). Penerimaan piutang daerah.

2. Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari :
a). Pembentukan dana cadangan;
b). Penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah;
c). Pembayaran utang pokok;
d). Pemberian pinjaman daerah.




BAB Il
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

. Penyusunan RKPD, KUA dan PPAS.

Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), kebijakan umum APBD
(KUA), prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), telah diterbitkan
petunjuk tersendiri dan di koordinasikan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda).

. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).

1. Usulan program, kegiatan dan anggaran setiap satuan kerja disusun
berdasarkan prinsip-prinsip anggaran berbasis prestasi kerja yang
dituangkan dalam RKA-SKPD.

2. Penyusunan RKA-SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD berdasarkan nota
kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon
Anggaran (PPA) yang telah ditandatangani bersama antara Bupati dan
pimpinan DPRD dan dituangkan dalam Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.

3. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan :

- pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilakukan dengan
menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran
untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran
berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, dan merupakan
implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan
tersebut pada tahun berikutnya;

- pendekatan pengganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegra-
sikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan
SKPD untuk menghasilkan dokumen RKA;




- pendekatan pengganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan
dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran
dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program, termasuk efisiensi
dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut.

4. Penganggaran Belanja Tidak Langsung pada SKPD dan SKPKD.

- Belanja tidak langsung yang dianggarkan dalam SKPD hanya belanja
pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya
yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai
dengan perundang-undangan.

- Belanja tidak langsung yang dianggarkan dalam SKPKD hanya belanja
pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya
yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai
dengan perundang-undangan, belanja bunga, belanja subsidi, belanja
hibah, belanja bantuan sosial termasuk bantuan untuk parpol, belanja
bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bagi urusan pemerintahan yang telah ditetapkan Standar pelayanan
Minimal (SPM) oleh departemen teknis terkait, supaya dijadikan pedoman
dalam menganggarkan setiap program dan kegiatan yang dituangkan
dalam RKA-SKPD.

6. Analisis Standar Biaya (ASB).

Dalam sistem anggaran berbasis prestasi kerja, setiap usulan program dan
kegiatan serta anggarannya, perlu dinilai kewajarannya berdasarkan
Analisis Standar Biaya (ASB) sebagai pedoman untuk menganalisis
kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang
dilaksanakan.

.




7. Standarisasi Satuan Harga

Dalam rangka standarisasi harga satuan, untuk perencanaan kegiatan
agar berpedoman pada standar harga yang ditetapkan oleh Bupati,
sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan, standar harga yang ditetapkan
oleh Bupati merupakan salah satu acuan disamping perkembangan
harga pasar maupun ketentuan lain sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Rl Nomor 8 Tahun 2006, pada saat pengadaan
maupun penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS).

Standar harga dievaluasi masing-masing Satuan Kerja Perangkat

Daerah dan dikoordinir oleh :

1). Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah untuk belanja barang,

2). Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah untuk belanja material
bangunan fisik, upah pekerja bangunan dan jasa konsultansi.

3). Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk tanah.

Bagi Pengadaan Barang yang harga satuannya belum tercantum dalam
Patokan Harga Satuan Barang Kebutuhan yang diatur dengan Peraturan
Bupati, SKPD harus mengajukan usulan pada koordinator untuk
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jombang.

Dinas teknis konstruksi harus melaporkan perkembangan harga material
bangunan fisik, upah pekerja bangunan dan jasa konsultansi setiap
bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ke bagian
Pembangunan.

8. Mekanisme Pembahasan RKA-SKPD.

Penelitian RKA-SKPD dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Daerah.




10.

Khusus untuk Badan Pelaksana Kesehatan (Bapelkes) sebagai unit
swadana, mengacu pada Perda Nomor 18 Tahun 1992 dan Kepmendagri
Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penatausahaan dan Pertanggung jawaban
Unit Swadana.

Hasil pembahasan RKA-SKPD dituangkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD
Kabupaten untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama.

C. Azas Umum Pelaksanaan APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.

Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima
pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai
pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas
umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi
untuk setiap pengeluaran belanja.

Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD,
kecuali dalam keadaan daruratyang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi
anggaran.
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Kriteria keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran
daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah,
efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

. Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD).

Kepala SKPD menyusun DPA-SKPD setelah Peraturan Daerah tentang
APBD ditetapkan dan diundangkan.

Rancangan DPA-SKPD dirinci menurut sasaran yang hendak dicapai,
program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran dan
rencana penarikan dana serta pendapatan yang diperkirakan.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama kepala SKPD
melakukan verifikasi terhadap rancangan DPA-SKPD berdasarkan
Peraturan Daerah tentang APBD dan RKA-SKPD.

DPA-SKPD yang telah diverifikasi, disahkan oleh Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

DPA-SKPD yang telah disahkan digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
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BAB. IV
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

. Pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-

undangan.

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan
yaitu harus efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Secara tertib bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna.

4. Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara

9.

membandingkan keluaran hasil

Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu/pengunaan
masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu

Perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga
terendah

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetajui dan
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah
Mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya

10. Tindakan/suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional

11.Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat

B. Struktur Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat
melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris
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Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

Sekretaris Daerah berdasarkan keputusan bupati bertindak selaku
koordinator pengelola keuangan daerah, yang fungsinya membantu kepala
daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan keputusan bupati
bertindak selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pengguna Anggaran.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Sekretaris Daerah,
Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, Kepala Bapelkes, Kepala
Kantor dan Camat, Selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA).

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Pejabat Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan tugas-tugasnya
dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Satuan unit Kerja
pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa
Pengguna Anggaran harus berdasarkan pertimbangan besaran SKPD,
besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau
rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa
Pengguna Anggaran ditetapkan oleh Bupati atas usul SKPD.




6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pemilik pekerjaan, yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa,
sedangkan tugas dan tanggungjawab Panitia Pengadaan adalah
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa (Proses tender/lelang).

- Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam

menunjuk dan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus
memenuhi persyaratan manegerial berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

7. Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK) SKPD.

- Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan pengadaan
barang/jasa dapat dibantu oleh pelaksana teknis kegiatan (PTK)

- Pengangkatan PTK oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan jumlah
kegiatan dan dana yang dikelola, beban kerja, lokasi, kopetensi dan

-

atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya serta
dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah.

8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD).

Untuk melaksanakan Penatausahaan Keuangan pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) mengangkat dan menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) di masing-masing Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinya.

9. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- Pada SKPD yang juga berfungsi sebagai satuan kerja penerimaan

PAD dapat mengusulkan bendahara penerima.




Pada UPTD sebagai unit kerja pemungutan PAD dapat ditunjuk 1
(satu) orang bendahara penerima pembantu dan bertanggung jawab
kepada bendahara penerimaan.

Pada setiap SKPD dapat ditunjuk 1 (satu) orang bendahara

pengeluaran dan maksimal 2 (dua) orang bendahara pengeluaran
pembantu.




BAB YV
PENGELOLAAN BARANG DAERAH

. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1.

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas
fungsional, kepastian hukum, trasparansi, efisiensi akuntabilitas, dan

kepastian nilai.

Barang milik daerah meliputi :
a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD.
b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi :
A. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian

kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan

barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan
sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

- Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam
rencana kerja dan anggaran kerja perangkat daerah setelah
memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada

- Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah

" disusun dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja
perangkat daerah dengan memperhatikan data barang yang ada
dalam pemakaian

- Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah
berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja

pemerintahan daerah dan standar harga.




Standar barang dan standar kebutuhan ditetapkan oleh Bupati
barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis
terkait

Pengguna barang menghimpun usul rancana kebutuhan barang
yang diajukan oleh kuasa pengguna barang yang berada
dibawah lingkungannya
Pengguna barang menyampaikan usul rencana kebutuhan barang
daerah kepada pengelola barang

Pengelola barang bersama pengguna barang membahas usul
RKBMD/RKPBMD tersebut dengan memperhatikan data barang
pada pengguna barang atau pengelola barang untuk ditetapkan
sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

B. Pengadaan.

Pengadaan Barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-

prinsip efisien, efektif, transparansi dan terbuka, bersaing, adil/tidak

diskriminatif dan akuntabel.

C. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran

- Penerimaan

Semua barang bergerak penerimaannya dilakukan oleh
Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang

Pelaksanaan penerimaan barang

Panitia pemeriksa barang memeriksa barang sesuai dengan
spesifikasi yang tertuang di dalam pefjanjian/kontrak.
Penyimpanan barang daerah dilaksanakan dalam rangka
pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang
persediaan di dalam gudang/ruang penyimpanan sehingga
dalam pengurusan barang persediaan agar setiap waktu

diperlukan dapat dilayani dengan cepat dan tepat




- Penyaluran

e Penyaluran merupakan kegiatan untuk melakukan pengiriman
barang dari gudang ke Satuan Kerja Perangkat Daerah.

e Fungsi penyaluran adalah menyelenggarakan pengurusan
pembagian/pelayanan barang secara tepat, cepat dan teratur
sesuai kebutuhan

D. Penggunaan

Penggunaan Barang Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh
pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik

daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsi instansi yang
bersangkutan.

Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan tata cara
sebagai berikut :

Pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang

1

diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul

‘Y

penggunaan

’ - Pengelola barang meneliti usul penggunaan dimaksud kepada

status penggunaannya

- Barang milik daerah dapat ditetapkan status penggunaannya
untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja
perangkat daerah, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam
rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan
fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan

- Penetapan status penggunaan tanah dan atau bangunan
dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan atau bangunan

tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaran tugas
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pokok dan fungsi pengguna barang dan kuasa pengguna barang
yang bersangkutan

Pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang wajib
menyerahkan tanah dan atau bangunan termasuk barang
inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan atau
Kuasa pengguna kepada bupati melalui pengelola barang
Pengguna barang milik daerah yang tidak menyerahkan tanah
dan atau bangunan yang tidak digunakan untuk
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi yang
bersangkutan kepada bupati dikenakan sanksi berupa
pembekuan dana pemeliharaan tanah atau bangunan dimaksud
Tanah dan atau bangunan yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
penggunaan barang dan atau kuasa pengguna barang yang
bersangkutan dicabut penetapan status penggunaannya

E. Penatausahaan

Pembukuan

a. Penggunal/kuasa pengguna barang wajib melakukan
pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam
Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa
Pengguna (DBKP)

b. Pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan
pendaftaran dan pencatatan sesuai format

c. Pembantu pengelola melakukan koordinasi dalam
pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah

Inventarisasi

Merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan

perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan,
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pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit
pemakaian.
- Pelaporan

a. Kuasa Pengguna barang harus menyusun Laporan Barang
Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang
Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) untuk disampaikan
kepada pengguna barang

b. Pengguna barang harus menyusun Laporan Barang
Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang
Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada
Pengelola Barang.

c. Pengguna barang harus menyusun Laporan Barang
Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang
Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada
Pengelola Barang.

d. Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik
Daerah (LBMD) berupa tanah dan / atau bangunan
semesteran dan tahunan.

e. Pengelola Barang harus menghimpun Laporan Barang
Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang
Pengguna Tahunan (LBPT).

f. Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang Milik
daerah sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah
Daerah.
F. Pemanfaatan
- Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan atau

bangunan yang sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan




tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan dilaksanakan oleh
pengelola barang setelah mendapat persetujuan bupati.

- Pemanfaatan barang milk daerah berupa tanah dan atau
bangunan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi pengguna barang/kuasa pengguna
barang dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan
pengelola barang.

-  Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan atau
bangunan dilaksanakan oleh pengguna barang dengan
persetujuan pengelola barang.

- Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan
pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah
dan kepentingan umum.

a. Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :
- Sewa

Penyewaan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk :
1) Penyewaan barang milik daerah atas tanah dan atau
bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang

kepada bupati

2) Penyewaan atas sebagian tanah dan atau bangunan yang
masih digunakan oleh pengguna barang

3) Penyewaan atas barang milik daerah selain tanah dan atau
bangunan
Barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak lain
sepanjang menguntungkan daerah. Jangka waktu
penyewaan barang milik daerah paling lama lima tahun dan

dapat diperpanjang. Hasil Penyewaan merupakan




penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke
rekening kas umum daerah.

Pinjam Pakai

Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar
pemerintah daerah.

Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama dua
tahun dan dapat diperpanjang.

Kerjasama Pemanfaatan

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain
dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan
hasil guna barang milik daerah, meningkatkan pendapatan
daerah.

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan
dengan bentuk :

1). Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah
dan atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna
barang kepada bupati

2). Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan atau
bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang

3). Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain
tanah dan atau bangunan.

4). Kerjasama atas barang milik daerah dilaksanakan dengan

ketentuan sebagai berikut :

a) tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam
APBD untuk memenuhi biaya
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b)

d)

9)

operasional/pemeliharaan/ perbaikan yang diperlukan
terhadap barang milik daerah yang dimaksud

Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender
dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima
peserta/ peminat, kecuali untuk barang milik daerah
yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan
langsung.

Mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar
kontribusi tetap ke rekening kas umum daerah setiap
tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah
ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama
pemanfaatan

Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan
dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat
yang berwenang

Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus
mendapat persetujuan pengelola barang

Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama
pemanfaatan dilarang menjaminkan atau
menggadaikan barang milk daerah yang menjadi
obyek kerjasama pemanfaatan

Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama tiga
puluh tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat

diperpanjang




